WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peratura Daerah Kota
Salatiga Nomor....z ..... Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerih Tahun
Anggaran 2)07, perlu menyusun Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017,
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu menetapkan Peraturan Walikota (entang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1485
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang--1/ndang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang  Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
[ .embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang, Nomor | Tahun 2004 tentang, Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan l’cngclollimn
dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Sem arang,

Peraturan Pem erintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan 2las Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tanun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (1.embaran Negara Republik
Indonesia ‘Tuhun 2005 Nomor -8, Tambahan Lembaran Negara

* Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 ‘Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, ‘Tambahan 1embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
4574),

Peraturan Pemerintah - Nomor 85 Tahun 2005 tenteng Dana
Perimbangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lemburan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Dae-ah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Noror N
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun Anggaran 2008
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor );



Memutuskan :

Menetapkan : PERATIJRAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2007.
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 terdiri atas :
1 Pendapatan :
a.Pendapatan Asli Daerah Rp 36.192.748.028,-
b.Dana Perimbangan - Rp 266.495.890.647,-
c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,-
Jumlah Pendapatan Rp 302.688.638.675,-
2 Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 130.991.349.161,-
2) Belanja Bunga Rp 64.036.574,-
3) Belanja Subsidi Rp 0,-
4) Belanja Hibah Rp 0,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp  10.748.296.630,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp 89.113.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 785.391.000,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp 0,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 142.678.186.365,-
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp  13.593.902.350,-
2) Belanja Barang & Jasa Rp 42.058.087.421,-
3) Belanja Modal Rp 55.443.571.678,-
Jumlah Belanja Langsung Rp 111.095.561.449,-
Jumlah Belanja Rp 253.773.747.814.-
Surplus/(defisit) Rp 48.914.890.861,-
3 Pembiayaan .
a. Penerimaan Stlh Perubahan Rp 75.202.710.897,-
b. Pengeluaran Stlh Perubahan Rp 11.375.036.128,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp  63.827.674.769,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA) ‘Rp  112.742.565.630,-
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3 :
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

n

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran II.




Pasal >
Peraturan Wabhikot e mulane beaku pada tanggeal dimdangkan.

Agar suillp orang mengetahuinya, memerintahkan puncumldnban Peraturan Wdlll\(‘ld
Salatiga ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah.
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